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BUPATI SUMBA TIMUR,

. bahwa dalam rargka imemenuhi  kebutuhan masyarakat dan mendekatkan

colayanan pendidikan klususnya pada jenjang pendidikan Sekolah |denengah
Partama (SMP) Pemenmiah Kabupaten Sumba Timur telan membuka dan
menyelenggarakan pendicikan formal SMP Negeri;

5. bahwa calon satuan pcndidikan yang dimaksud telah melaksanakan kegiatan

halajar mengajar sampai saat ini dengan status kelas jauh;

liahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimakeud dalam huruf adan

L, perlu pemberian izin ooersional bagi Sekolah Menengah Pertama Neger di
“supaten Sumba Tinuir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupali Tahun
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_ndang-Undang Nomar -3 Tehun 1858 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
| dalam Wilayah Daerah-Jaerah Tingkat | Ball, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timu- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
rambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Indang-Undang nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan Negara
_ombaran MNegara Republik Indonesiz Tahun 2003 Noinor 47, Tambahan

_angan Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2020 tentang Penetrpan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (CCVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perskonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keusngan meriadi Undang - Undang (Leinbaran Negara Republik

o —— ——




~ngang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lenibaran Ilegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
iambahan Lembaran Ni:gara Republix \ndonesia Nomor 4301);
Jndang-Undang Nomo: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
\.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
~cmbaran Negara Reruolik Indonesia Nomor 4355): sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undana Nemor 2 Tahun 2020 tentang Penelapan Peraturan
=merintah Pengganti 'ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 lentang Kebijakan
Heuangan Negara aan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2016 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
‘\ncaman yang Membahnyakan Perekunomian Nasional dan/atay Stabi'itasSistem
“euangan menjugi Undang - Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
6516);
Undang - Undang  Nemor 12 Tahun 2014 lentang  Pembentukan
Feraluran Perundang-Undang  (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2U11 Nomor B2, Tambatian Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah
diuban dengan Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
“orubahan Atas Undang - Undarng  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
ombeniukan  Peraturan  Perundang-Undang  (Lembaran Negara Republik
--"2siz Tehun 2019 1 mor 183, Tambahan Lembaran INeyara Nomor 6298);
ndang - Undang  Nemor 24 Tahun o 2014 tentang”  Pemerintahan
~eerah  (Lembaran Nngara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
rambahan Lembaran Nenara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
“ill terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
|Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
‘mbaran Negara Reput/ik Indonesia 6573):
Jndang-Undang Nomor .12 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerntahar Daerah (Lembaran Negara Republik
naonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
\ndonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
MNomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Unoang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijahan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau da‘am Rangka Menghadapi Ancaman yang
\lembahayakan Perekonomian Nasional danfatau StabilitasSistemn Keuangan
menjadi Undang - Undarg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
“lomor 134, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
“eraluran Pemerintah tlomor 19 Tahun 2005 lentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembarar Negarz Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana
\elah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2015 tenta
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten




=iznder Nasione' Fenaic <an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

‘lomor 41, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

“eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

"ﬁnqawasan Penyelenrqaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2putlik Indonesia Tanun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

+tepublik Indonesia Nomaor 4533);

----- rituran Pemerintah lomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
~nenntahan  Antara  'emennigh, Pemenntahan Dacrah  Provinsi, dan
emenntahan Davrah  “abupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
cahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repiolik Indonesia Nomor
737):

ororuran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Conyelenggaraan Pendidixan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
110 Nomor 23, Tamba'an | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
“uagaimana telen diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
fiang perubahan Jlas Peraruran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

‘ungelolaan dan Penyrienggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

nionesia Tahun 2010 Nomor 112, Tamoahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5157);

'2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
coranz dan Presarana uniuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekoleh Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
vlenengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

“oraturan Menteri Pendidixan dan Kebudayaan Nomer 21 Tahun 2016 tentang
clandar Isi Untu' Satuan Fendidikan Dasar dan Menengah;

1o Veralran Menteri Pendidikan  Nasional Nomor15 Tahun 2010 tentang
stondar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
‘ewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba

mur Tahun 2008 Nom=- 181, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 161);

]

-

iC. roaraturan Daerah Kabupaten Suinba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang

~nggaran Pendapatan ¢an Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun

Anggaran 2022 (Lembarsn Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor
'3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor $23):

/. Peraturan Bupali Sumhu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, Tuoas, Fungsi dan Tata Kerja vinas Pendidikan Kabupaten
sumba Timur;

“eraturan Bupali Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran
‘nggaan Pendepatan (an Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita

Laeral Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 46, Tambahan !.embaran
Uaerah Kabupaten Sum! 1 Timur Nomor 824)

-
¥




MEMUTUSKAN .

nberkan  lzin - Cpurosional Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri di
apaten Sumba Timer @ hagaimana tercantum dalam lampizan keputusan ini.
sonanozin osetags nana  dimaksud dalam Diktum  KESATU  untuk
rutaksanakan kegiatan “nigjar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan
peruncang-undangan.
RETIGA : l“epala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimana dimaksud pada
Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Bupali Sumba Timur melalui Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membust laporan
teriulis tentang pelaksanuon dan perkembangan sekolah yang ditujukan kepada
Uupati Sumba Timur cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur,
MEEMOPY : ‘cputusan ini mulal berlake  pada lanpgal  ditelapkan  dengan ketentuan
akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam peneapannya.

Ditetapkan di Waingapu

,\ ME! 022,

iemhngen

tomtar Penoidikan | oo oudayaan Riset dan Teknokoni Republik Indonesia di Jakana,

Lot sandidiken ootk Usia Dini, Pendigikan Uzsar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
* Jzvaan Migsle o Teknologl Republik Inoonesia di Jakena
L.af 2230 Perencinzan dan Pembangunan Nasianal Republik Indonesia di Jakarta.
' ati Sumss  urgi Yaingapu ’
u: £ oodan Perar22naan dan Pembangunan Oa2rah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
Insoexiur lnspektora: (“abupaten Sumba Timur di Waingapu.
. 1ieazin Undan Keuunnan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
L enz o Ulnas Pendivihan kabupaten Sumba Timu. di Walngapu.
nsz 0 Zegan Hegen poda Setda Kabupated Surmba Timur di Walngapu,
St sokolah yoi 0 Sorsangkutan di ternpam/




LLAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor <350/ DISPENDIK, c63/358/ /2022
Tanggal ©o1p mel 2022

e =wRERIAM 1711 OPERASIONALBAG: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DI KASUPATEN SUMBA TIMUR
I . |
LOKASI TAHUN MULA!
Tt MAMA SEXOLAH BEROPERAS
L 1
B DESAJKELURAHAN KECAMATAN
gEs = (2] (4] (3) (E)
JUP HIBERI 2 MARHU HARAY MAHU 2018

GUP MERER] 2 PARERIWAI PABERA MANERA PABERIWAI Euza




Dinas Pendidikan Kab. Sumha Tlmur
Prov. Nusa rL‘ﬂLLdld TIIIIIII'

Derdasarkan Sural Keputusan Kepala Badan Pepelivan dun Pengembangan
Kementermn Pendidican don Kebudayann Repubhik Indonesin
Mo, 18T4/GAKL 2009 Tahun 2009
Tentang Nomer Pokuk Sckolah Nusioual
Menerbiikan

SERTIFIKAT

70029943

Diberikan Kepads
SMP NEGERI 2 PABERIWALI
JI. Melole Kananggar

& ,u-g!-hﬂl'l- Manera Kec. Paberiwai Kabupaten Sumba Timur Prov. Nusa Tenggara Timer

SK ljin Operasionel : 3ISE/DISPENDIK. 50./358/V/2022
gy Tanggel SK 1jin Opernsional : 20.0! -2022
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